V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bentuk peran serta lembaga penegak hukum terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum sebagai mana dimaksut dalam pasal 64 UU perlindungan anak
tampaknya sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari :

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak
anak, hal ini sudah terpenuhi terlihat dari cara penyidik memintai
keterangan tidak dengan cara memperlakukan anak secara semena-mena
atau tidak dengan cara kekerasan.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak awal pemeriksaan,
sudah terpenuhi terbukti dengan adanya pendampingan khusus dari
penasehat hukum sejak awal proses hukum

c. Penjatuhan sangsi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak,
Hakim dalam menjatuhkan sangsi sudah terlihat baik dan tepat hal ini
dapat terlihat dari, hakim dalam memberikan putusan melihat berbagai
aspek-aspek yang terbaik bagi anak, terkadang juga bilamana kasus

tersebut tidak terlalu berat hakim sering mengambil kebijakan untuk
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mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya demi kepentingan yang
terbaik bagi anak.

d. Pemberian jaminan untuk memepertahankan hubungan dengan orang tua,
atau keluaraga, sudah terpenuhi terlihat dimana anak yang berkonflik
dengan hukum diwajibkan oleh penegak hukum untuk selalu didampingi

oleh orang tuanya.

Namun dari semua poin tersebut diatas ada beberapa faktor-faktor penghambat
yang mempengaruhi perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum, faktor tersebut adalah Penegak Hukum yang tidak memenuhi
hak-hak anak dimana telah tercantum didalam pasal 64 Undang-Undang
perlindungan anak, yaitu pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum, dan perlindungan dari pemberitaan
identitas melalui media massa, pemberitaan penting untuk dihindarkan bagi
anak yang berhadapan dengan hukum karena cap jahat atau stigma jahat akan
melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan lagi. kedua faktor
sarana dan prasarana dimana propinsi lampung belum memiliki LP khusus
anak, sehingga menghambat proses perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum, kedua faktor tersebut juga berpengaruh sekali

terhadap faktor masyarakat dan budaya.

Saran

Peningkatan pengetahuan Penegak hukum tentang ekses-ekses negatif dari
SPP anak serta manfaat dari pendekatan non penal terhadap masalah

kenakalan anak. Dengan demikian diharapkan tumbuhnya keyakinan
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dikalangan Penegak hukum bahwa prosedur hukum bukanlah satu-satunya
cara penyelesaian kasus anak.

. Diterapkannya dengan benar perturan-peraturan yang ada didalam undang-
undang perlindungan anak guna kepentingan terbaik bagi anak yang sedang
berkonflik dengan hukum.

. Pemerintah Harus lebih giat lagi dalam sosialisasi Undang-Undang

perlindungan Anak sampai keseluruh lapisan masyarakat.

LAMPIRAN
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